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-TENTAN G 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025: 

| Menimbang : 

“DENGAN: RAHMAT TUHAN YANG MAHA: ESA: 

| BUPATI Go RONTALO, 

-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat. (4 
. Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian ' : Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan | 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

: Daerah, Rencana Pembangunan Jarigka Menengah. Daerah, Dan , 
“Rencana Kerja , Pemerintah Daerah, ' perlu. menetapkan. 

Mengingat 

' Peraturan Bupati : tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2025, 

:'1.. Pasal 18 ayat. 6 Undang: Undang Dasar Negara. Repubiik. 

| Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun aan tentang 

Pembentukan Dacrah- daerah Tingkat. II. di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran “Negara Republik Indonesia : 

| 'Nomor 1822): 2 0 

:.3, Undang-Undang Nomor 25 “Tahun 2004 tentang Sistem | 
“Perencanaan Pe mbangunan Nasional (Lembaran. Negara: 



Republik Indonesia Tahun 2004 “Nomor -104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): | 

4 Undang- -Undang Nomor. '23. Tahun “2014 , tentang 

0 Pemerintahan : Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. | 

Tahun 2014 Nomor . 224, Tambahan Lembaran Negara “ 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- “undang Nomor 6 

.Tahun 2023 tentang ' Penetapan Peraturan : Pemerintah . 

Pengganti Undang-U adang Nomor 2 Tahun 2022 tentang : 

Cipta . Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran: Negara Nomor 
. 6856), 

5. Peraturan: Menteri Dalam. Negeri Nomor 86 Tahun 2017 | 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi | Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan . Jangka ' 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan - Jangka Panjang Daerah, Rencana " 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun . 

2017 Nomor 1312), ag 

— MEMUTUSKAN: | : an 

Menetapkan .: PERATURAN BUPATI , TENTANG | RENCANA KERJA. 
| PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. . 

da 

KETENTUAN UMUM, 
Pasal 1 Tan Na 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Bana . 

l.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang “selanjutnya 

disebut Renja Perangkat 'Datrah — adalah . dokumen .. 

perencanaan Perangkat Daerah untuk “periode 1. (satu) 

tahun. | | 0 i 

Hosom| Gnp!Ag 2/SEKDA Tutup... 



. Rencana Strategis Perangkat Daerah yarig: selanjutnya 
disebut dengan” Renstra Perangkat . Daerah: adalah 

: dokumen perencanaan. Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. | | 

. Rencana Pembangunan. Tahunan Daerah . yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disingkat ” RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

. Rencana an Kerja Anggaran . Satuan “Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
— dokumen: perencanaan dan penganggaran yang berisi ' 

rencana pendapatan, “rencana belanja “program dan 

(kegiatan Perangkat. Daerah. serta rencana'. pembiayaan N 
sebagai dasar penyusunan APBD. | — ' | 

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Daerah yarg 

- selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode '5 . (lima) tahun : 

terhitung sejak dilantik sampai dengan : berakhirnya: ' 

masa jabatan Kepala Daerah. .. . . | | 
Anggaran Pendapatan dan Belanja . —I Daerah : yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan | Daerah “yang . ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. | Ta Tn 
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah. dan 

| “Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan rusa 0 

| pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan | 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas: Pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan | 

prinsip Negara Kesatuan Rapublik Indonesia sebagaimana na 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar. Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. | | 

. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah . sebagai (unsur. 

penyelenggara pemerintahan daerah . yang memimpin : 

| SISEKJA im z 
ANN . — 



ng 0 10. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

pelaksanaan : urusan. pemerintahan: “yang menjadi . 
kewenangan daerah otonom. Ka | 

11. Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

| BAB IL: 0 
— RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

aa Pasal 2 h 3 | 
| “) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, 

| . dan kelompok. sasaran. yang. disertai indikator kinerja dan : 
“pendanaan sesuai dengan: tugas dan fungsi setiap Perangkat -: 

| Daerah, . yang disusun : berpedoman. kepada Renstra | 
Ah Perangkat Daerah dan RKPD. Ma | 
T 3 Renja Perangkat Daerah disajikan dalam dokumen dengan | 

| sistimatika sebagai berikut : an Hn 

a. pendahu! luan, | | 

b. . hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, 

Cc. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, 0. 

d. .rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan 

e. penutup: 0 
(3). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (ai tercantum 

— dalam lampiran: yang merupakan bagian. tidak terpisahkan 

dari peraturan bupati : ini. 

Pasal : 3 3 | 0 Tg Ha 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud: dalam pasal 2 

: menjadi Pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA" » 

SKPD.. 3 | 

Pasal 4 Mn 

(1) Perangkat. daerah membuat laporan" kinerja triwulan. dan 

tahunan atas pelaksanaan Renja dan anggaran Tahun 2025 ' 

. yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator : 

. kinerja s setiap program. Tn . | - | 

| (2). Laporan kinerja sebagaimana . dimaksud. dalam: ayat O . 

disampaikan : kepada”. Perangkat : Daerah: | “yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan | dibidang “ | 
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perencanaan, paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah 

berakhirnya triwulan yang berkenaan. 

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan 

evaluasi Program Kerja dalam pencapaian target 

pembangunan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal IS Aguskw 2024 

GORONTALO, 

NELSON PEMALINGO 

Diundangkan di Limboto 
pada tanggal '$ Agustus 2024 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

HARIS SUPARTO TOME 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 25 


